PUTUSAN
NOMOR 13/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TinggPalembang yang mengadgérkara perdata dalam
peradilan tingkabanding,telah menjatuhkan putusan sebagberikutdalam
perkara antara :

KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di
Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung
Gare 1 Pagar Wangi Dempo Utara Kota PagarAlam
dalam hal ini memberikan kuasa kepada TutiNovi
Susanti, S.P dan Lesy Oktavia, S.E., para Pegawai
pada Badan Pertanahan Nasionalkota Pagar Alam
beralamat Laskar Wanita Mentarjo, Komplek
Perkantoran Gunung Gare 1 Pagar Wangi Dempo
Utara Kota Pagar Alam 31581 berdasarkanSurat
Kuasa Khusus Nomor : 466/Sku-600/VIl/202@nggal
14 Jujli 2020, yang telah terdaftardi Kepaniteraan
Pengadilan NegerPagar Alam Nomor 10/SK/2020/PN
Pga tanggal22 Juli 2020, selanjutnya disbutebagai
Pembanding semula Turut Tergugat;

LAWAN

MISRANI, berkedudukan di Jalan Gunung Dempo RT 007 RW 003 Kel.
Sidorejo Kec.Pagar Alam Kota Pagar Alam Sumatera
Selatan dalam hal ini memberikankuasa kepada
Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H., Fedy
Siswanto, S.H., Usman, S.H., adalah Advokat /
Pengacara,PenasihatHukum pada KantorHukum
Misnan HartonoS.H. & Partners yang beralamali di
jalan Perintis Kemerdekaan No.2F/174 RT.002,
RW.005, Palembang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 26 Januari 2021 yang terdaftadi
Kepaniteraan Pengadilan Negdtagar alam Nomor
5/SK/2021/PN Pga tanggal 27 Januari 2021,
selanjutnya sebagai Terbanding semula
Penggugat;
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DAN

1. KASIYEM, berkedudukan di JI. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam,selanjutnya
disebut sebagaiTurut Terbanding Isemula Tergugat
l;

2. SUTIANI, berkedudukan di JI. Letnan A. Rahman No. 67 RT 11 RW 12 Kel.

Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam,
selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding Il

semula Tergugat II;

3. SRI YULIANTI, berkedudukan di JI. Mayor Ruslan No. 09 RT 04 RW 02 Kel.
Sukarejo.Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IlI
semula Tergugat lIl;

4. ASIH, berkedudukan di. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam,selanjutnya
disebut sebagai  Turut Terbanding semula
Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebuf
Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 13/PEN/PDT/2021PT.PLG. tanggal 26 Januari2021
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksandangadili perkara ini ;
Telah membaca berkas perkara serta surasurat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020
yang diterima dan didaftarkan Hepaniteraan Pengadilan Negefagar Alam

pada tanggal2 Juli 2020 dalam RegisteMNomor 2/Pdt.G/2020/PN Pgafelah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat dan Objek Sengketa

1. Bahwa Pengugat adalah Ahli Waris dari AIm. Karto Pawiro yang
mempunyasebidang tanah yang terletak ¢ialan A. Rahman Talang
Jawa No. 6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec.Pagar Alam Selatan Kota
Pagar Alam Luas 252 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;
- Selatan berbatasan dengan Rukiyem;
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- Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;

- Timur berbatasan dengan Didik Sunarto dan diatasnya berdiri
sebuah rumah permanen;

2. Bahwa Alm. Karto Pawiro memilddn menguasatanah aquo sejak
tahun 1945 dan dikuasderus menerus sampalengan AlmKarto
Pawiro meninggaldunia pada tanggal 02 Februari 1970, sesuai
dengan SuratKeterangan MeninggaDunia yang dikeluarkan oleh
Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan
tertanggal 16 Juni 2020 (bukti P.1);

3. Bahwa Alm. Karto Pawiro dd@rnikahannya dengan Almh. Katinem
memilik2 (Dua) orang anak yaituPenggugat(Misrani) dan Bapak
Ponidi. Dan berdasarkan pasa830 KUHPerdata yang menyatakan
“Pewarisan Hanya Terjadi Karena Kematian”.Oleh karenanya
Penggugatadalah Pemilik Sah atas tanah beserta bangunan rumah
yang dimilikiAlm. Karto Pawiro, sebagaimana SuratKeterangan
Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan
Pagar Alam Selatan tertangd® Juni 2020 (bukti P.2);

4. Bahwa pada saat Alm. Karto Pawiro menikahmnh. Katinem sekitar
tahun 1947 status daiistriAlm. Karto Pawiro yaitu AlmhKatinem
adalah seorang janda yang sudah mempunygaiDua) orang anak
dari pernikahan pertamanya dengan Alfsugiman,dimana kedua
anak tersebutbernama Kasmin berumur5 tahun dan Kasiyem
berumur + 2 tahun;

5. Bahwa atas perbuatan salah satu anak datimh.Katinem dengan
Alm. Sugiman yang bernama Kasmin yang sudah diberikan
tumpangan tempdtinggaloleh Alm. Karto Pawiro (Ayah Tiri)dari
Kasmin dan juga tanpa sepengetahuandari Penggugat telah
mensertifikatkan Tanah Hak Milik dahin. Karto Pawiro yaitu orang
tua kandung Penggugat sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor
43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K. Dan sampai dengan
meninggalnya Kasmin belum sempat menjelaskan kepada anak-anak
dari Kasmin tentang kedudukan hukum datilak atas tanah dan
rumah yang menjadi objek perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang mergadiiwaris dari
Alm. Kasmin adalah:

1. Ny. Kasiyem, istri dari AlIm. Kasmin;
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2. Sutiani, anak dari AlIm. Kasmin;

3. Sri Yulianti, anak dari Alm. Kasmin;
4. Asih, anak dari Alm. Kasmin;

Sehingga semuanya secara langsung bertanggungjawab atas
perbuatan hukum yang dilakukan oleh AIm. Kasmin dan ditarik selaku
Tergugat dalam Perkara aquo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
833 KUHPerdata yang menyatakan “Sekalian ahlWaris dengan
sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,
segala hak dan segala piutang si meninggal”;

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa permasalahan terjakiétika Penggugatngin Menjualkan rumah
peninggalan darorang tuanya AlmKarto Pawiro yang menjadobjek
Perkara aquo,dan pada awalnya Para Tergugaetuju atas permintaan
dari Penggugat, kesepakatan awalini terjadiketika ada pertemuan
keluarga pada bulan Agustus 2019, dimana disaat itu juga sudah
disepakatimengenaibagian masing-masingbaik untuk Penggugat
maupun bagian daPara Tergugat. Setelah ada kesepakatan tersebut
Tergugat| menunjukkan Sertifikdtak Milik Nomor43 Desa Sidorejo
kepada Penggugat, dan dari kejadian tersebut Penggugat merasa
terkejut dan menyadari bahwa tanah milik Aim. Karto Pawiro yang selama
iniditempatdleh Terguggat | dan Terguggat Il telah terbit Sertifikat Hak
Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K;

2. Bahwa pada bulan Janua020 Tergugat | dan Tergugat lll mendatangi
rumah Penggugatuntuk menyerahkan Sertifikdtak Milik Nomor 43
Desa Sidorejo Luas 252 M2 secara sukarelkemudian Tergugat dan
Tergugatlll sepakatMengosongkan rumah tersebwan setuju untuk
mengontrak rumah sebelum tanah aquo terjual:

3. Bahwa pada tanggdl9 Mei2020 Tergugat | bersama Kuasa Hukumnya
kembalimendatangiumah Penggugatintuk meminta kemb#&lértifikat
Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan pada saat itu
Tergugatl mengklaim tanah beserta bangunan rumah terseimdlah
hak dari suaminya Alm. Kasmin karena tanah tersebut sudah
disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas
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252 M2 dengan Surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K.
(Bukti P.3);
4. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah menyampaikan undangan

musyawarah yang ditujukan pada Para Tergugat yang intinya
mengingatkan Para Tergugaintuk menyerahkan kemb&értifikat Hak

Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan tetap
mengosongkan rumah yang selama iniditempatioleh AlIm. Kasmin
beserta keluarga yang secara fakta tanah beserta bangunan rumah
diatasnya adalah milik AImKarto Pawiro yang merupakan orang tua
kandung darPenggugat,akan tetapiteguran darPenggugatterhadap

Para Tergugattidak diindahkan dan malah beralih mengatakan bahwa
Alm. Kasmin adalah pemilik tanah aqu&arena tanah tersebutudah

ada Sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas
252 M2 dengan surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K,
keterangan irdidapat setelah disepakéatiriuntuk diadakan pertemuan
mediasidi Kelurahan Sidorejo yaitu tangg8ljuni 2020,dimana Para
Tergugat didalam Surat Jawaban Undangan Musyawarah dari
Penggugatyang disampaikan pada tanggéljuni 2020 Para Tergugat
melaluikuasanya tidak menghaditindangan dariKelurahan Sidorejo

dan menyatakan tetap pada pendirian bahwa Para Tergugaadalah
pemilik datianah aquo karena sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43
Desa Sidorejo Luas 252 M2 dengan Suratikur nomor539/1983 atas
nama Kasmin K;

5. Bahwa setelah diketahudidalam Sertifikatlak Milik Nomor43 Desa
Sidorejo Luas 252 M2 tercantum nama Pemilik hak atas nama Kasmin K,
yang Penggugat menduga inisil’ pada nama Kasmin K adalah Karto
Pawiro yang merupakan orang tua darffenggugat,yang sebenarnya
Kasmin tidak tepatuntuk menuliskan inisiatK” pada nama Kasmin
dikarenakan bukan anak kandung darAlm. Karto Pawiro. Sehingga
wajarapabila enggugatmeragukan keabsahan dapada data pribadi
Alm. Kasmin dalam penerbitan Sertifil&@tM nomor 43 Desa Sidorejo
Luas 252 M2,hal ini sesuaidengan SuratPengakuan yang dibuatleh
Tergugat | yang menyebutkan Alm.Kasmin adalah anak dari Alm.
Sugiman sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Tergugat tentang
jawaban atas undangan musyawarah d®amggugattertangga03 Juni
2020. (Bukti P.4);
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6. Bahwa Penggugatmenduga pencantuman nama inisikl’ pada nama
Kasmin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2
adalah tidak benadan sebab itulah sangatliragukan keabsahan dari

identitas AlIm.Kasmin tersebutdan Penggugat menduga ini adalah
merupakan upaya darAlm. Kasmin untuk mensumirkan fakta tentang
kepemilikan tanah yang sebenarnya milik Akarto Pawiro,sehingga
Alm.Kasmin dapat menguasai tanah aquo,halini dapat

dilihat dari Kartu Keluarga N0.1672021009080010 yang didalamnya
tercantum nama Kasmin dimana didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis
nama orang tua dari Alm. Kasmin adalah Alm. Karto Pawiro. Yang
sebenarnya orang tua darAlm. Kasmin adalah Alm.Sugiman.(Bukti

P.5);

7. Bahwa perbuatan AlnKasmin yang telah menguas&nah milik Alm.
Karto Pawiro dengan cara menempati rumah milik Alm. Karto Pawiro dan
sudah terbiBertifikaSHM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas
nama Kasmin K yang mana identitas dadata pribadiAlm. Kasmin K
dalam proses penerbitan Sertifik#tM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas
252 M2,Penggugatmeragukan keabsahan dapada identitas tersebut
sehingga jelas Perbuatan dari Alm. Kasmin merupakanPerbuatan
Melawan Hukum;

8. Bahwa perbuatandari Para Tergugat yang bersikeras tidak mau
menyerahkan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan secara
sukarela dan Sertifikdtak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2
atas nama Kasmin K yang sebenarnya Tergugdtmengetahubahwa
tanah aguo memang benar milik déri. Karto Pawiro, imhenunjukkan
Para Tergugat ingin menguasatanpa hak atas tanah aquosehingga
perbuatan darPara Tergugat yang ingin menguasatanah tanpa hak
adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan dafim. Kasmin dan Para Tergugat yang melakukan
Klaim serta berusaha untuk menguasatas tanah beserta bangunan
milik Penggugat sebagahli Waris dari AlIm. Karto Pawiro secara faktual
telah menyebabkan Penggugaidak dapatmenikmatHak atas tanah
milik Penggugat dan mengakibatkanPenggugat dirugikan secara
material;

10. Bahwa karena itu,ex Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugatmenuntut

gantirugi materiakepada Para TergugatsebesarRp1.500.000.000,00
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(Satu MilyarLima Ratus Juta Rupiah)yang menjadbeban Tergugatl

sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng;

11. Bahwa Turut Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam
yang memiliktugas antara lain untuk menerbitkan Sertifikak atas
tanah sebagaimana yang diatdalam Pasal19 UU NO.5 tahun 1960
pada intinya mengatur bahwa pemohon hak adalah pemilik tanah secara
sah;

12. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk
menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, Turut Tergugat berkewajiban
menelitikebenaran fakta yuridisdan data faktual atas tanah yang
dimohonkan penerbitan hak oleh pemohon;

13. Bahwa didalam penerbitan Sertifidatc Milik Nomor 43 Desa Sidorejo
Luas 252 M2 atas nama Kasmin K ada beberapa kejanggalan, darilai
nama pemilik yang disingkatdengan huruf “K” dan juga didalam
penerbitan Sertifikdersebutdimana pengajuan pendaftaran hak atas
tanah melaluproses PRONA pada tahun 1984,akan tetapiSertifikat
tersebut sudah terbit pada tahun 1983, sehingga Penggugat merasa ada
kejanggalan dalam penerbitan Sertifikallak Milik Nomor 43 Desa
Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K. Bahwa karena itu Sertifikat
Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K
dalam proses penerbitannya tidak mememehsyaratan Hukum maka
Sertifikat tersebut Cacat Hukum Dan Tidak Memp#ekaatan Hukum
Mengikat;

14. Bahwa untuk menghindagdanya tindakan pengalihan jublkli, balik
nama serta pengalihan kepemilikan dalam bentukpapun terhadap
sebidang tanah beserta bangunan yang terletak jdian A. Rahman
Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan
Kota Pagar Alam luas 252 M2 berikbengunan yang berada diatasnya
dengan alas hak Sertifikdtak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luar 252
M2 atas nama Kasmin Kmaka dipandang perlu bagenggugatuntuk
mengajukan Permohonan SITA JAMINAN terhadap Objek Sengketa;

15. Bahwa gugatan Penggugatelah didasarkan pada buktotentik yang
tidak terbantahkanoleh karena itu sudah sepantasnya apabila
Penggugatmohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadiperkara ini, agar menyatakan putusadapiat dijalankan

Halamafdari 27 PutusanNomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terlebih dahulu (uitvoorbabij vorrad)walaupun ada verzetbanding,

maupun Kasasi;

16. Bahwa Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat
mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan
mengadilperkara inuntuk menghukum Para Tergugat membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang Penggugasampaikan diatas,
Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Ne@agar Alam cq Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaddérkara iniuntuk memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Alm. Kasmin yang kedudukan hukumnya digantikan
oleh warisnya;

- Ny. Kasiyem, istri dari AlIm. Kasmin;

- Sutiani, yaitu anak dari Alm. Kasmin;

- Sri Yulianti, yaitu anak dari AlIm. Kasmin;

- Asih, yaitu anak dari AlIm. Kasmin;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Kepemilikan
Hak atas tanah beserta bangunan yang terletgdal A. Rahman Talang
Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam luas 252 M2 berikut bangunan yang berada diatasnya dengan alas hak
Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama Kasmin
K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di
Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar
Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;

- Selatan berbatasan dengan Rukiyem;
- Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;
- Timur berbatasan dengan Didik Sunarto;

Dengan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama
Kasmin K dikembalikan kepada PenggugatebagaiAhli Waris dari Alm.
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Karto Pawiro;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 Cacat
Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan berupa sebidang tanah beserta
bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03
Kel. Sidorejo Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan Sertifikat
Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nanKasmin K;

7. Menyatakan putusan dalam perkara irdapat dijalankan terlebih dahulu
dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (uitvoorbaar
bij vorrad);

8. Menghukum Para Tergugatintuk menyerahkan Sertifikdak Milik nomor
43 Desa Sidorejo luas 252 M2 secara sukarela;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV membayar
gantirugi materialkepada PenggugatsebesarRp1.500.000.000,00 (Satu
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan NegerPagar Alam cq Yang Mulia
Majelis Hakim yang Memeriksa dan MengadiRerkara ini berpendapatain,
mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwaterhadap gugatan Terbandingemula Penggugat
tersebut, Para Turut Terbanding semula Pata Turut Tergugat telah
mengajukan jawaban tanggal26 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI
1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkanke
Pengadilan Negerfagar Alam, dibawah Register perkara nomor:
02/Pdt.G/2020/PN.Pga.tertanggal2 Juli 2020, dengan objek
gugatan tanah dan bangunan darsuami dan orang tua Para
Tergugat berdasarkan Sertipikadak Milik Nomor: 43/Sidorejo
tanggal31 Maret 1983, dengan SuratUkur Nomor: 539/1983
tanggab Desember 1983, Luas Tanah 252 &tas nama Kasmin
K adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu
(verjaring) karena sertipikatyang di terbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasiona(BPN) Kabupaten Lahatelah berjalan =37
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(tiga puluh tujuhXahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat

pada tahun 1983 dengan diajukannya gugatapada tanggal
Juli 2020.Hal inimengacu pada PasaB2 ayat(2) PP Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanamenyebutkan “Dalam
hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebutdengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempumhgki atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebutapabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikatu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepeda pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengeeaiguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut”;
Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat
tersebutditolak atau sekurang kurangnya harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Diskualifikasi in persona bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara
ini yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar
Alam sebagi Turut Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak
(errorin persona) karena Sertipikatersebutditerbitkan dbadan
Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Lahat.Karena adanya
pemekaran diambil alih lah oleh Kota Pagar Alam pada tahun
2001;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat sampaikan
tersebutdiatas maka dapat Para Tergugat kategorikan bahwa
Gugatan Penggugat sekarang ini Diskualifikasiin persona
dikarenakan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak terikat
hubungan hukum apapun, maka Gugatan Penggugat yang menarik
Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan
Gugatan yang tidak memenulgersyaratan formiimaka sangat
beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kota Pagar Alam yang memeriksa perkara aquo
menyatakan bahwa gugatan Penggugedrhadap Para Tergugat
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dinyatakan Diskualifikasi persona sehingga Gugatan Penggugat

terhadap Para Tergugattidak dapatditerima (nietontvankelijke
verklaard);

2. Gemis Aanhoeddarmigheid bahwa Gugatan Penggugatengan
menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara aquo
merupakan Gugatan yang salah pihak (error persona),hal ini
dipertegassebagaimanapendapat M. YAHYA HARAPAH,SH
dalam bukunya Hukum Acara Perdat®enerbitan SinarGrafika,
Halaman 113 menyatakan“seperti yang dijelaskan terdahulu
kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan cacat tentang kekeliruan
mengenai orang (Gemis Aanhoeddarmigheid),cacat yang
ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskual$@kalsiorang yang
bertindak sebagaPenggugat,dapatjuga berbentuk salah pihak
yang ditarik sebagaflergugat (Gemis Aanhoeddarmigheidkau
bentuk kekeliruan apapun yang terkandungdalam gugatan
sama-sama mempunyakibathukum,dengan demikian Gugatan
dianggap tidak memenuhi syarat formil”.

Bahwa dikarenakan alasan tersebut diatas maka Gugatan
Penggugataquo merupakan Gugatan yang mengandung cacat
formil oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum
apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Neg&ita Pagar
Alam yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan
Penggugatsebagaierror in persona (Salah Pihak) dan dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa hal-hayang telah dikemukakan dalam EkseRsia Tergugat
mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;

2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Eksegpsi Tergugat
diatas, maka secara mutatis muntandismohon dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalRenggugatdalam
gugatannya kecualihal-hal yang merupakan pengakuan terhadap
kebenaran fakta dalam perkara ini;

4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya pada point
1 yang menyatakan¥Setelah ada kesepakatan tersebilergugat|
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menunjukan sertipikaldak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo kepada

Penggugatdan darikejadian tesebut Penggugaterasa terkejut.dst”
adalah dalil yang mengada ngada karena pada faktanya:

1. Dari Keterangan Tergugat I, Penggugat sudah mengesdbuoiya
Sertipikat Hak Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K dari tahun
1989 dan pada saat itu Penggugat berusia 35 tahun. Menurut Pasal
330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbdBglum
dewasa adalah mereka yang belum mencapamurgenap dua
puluh satu tahun, tidak lebih dahulu telah kawin” dengan demikian
Penggugat sudah dinyatakan dewasa dan cakap hukum pada saat
mengetahui terbitnya sertipikat aquo.

2. Pada Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang
berbunyt “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan
maupun bersifaperseoranganhapus karena daluwarsa dengan
lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang
menunjukkan suatu alasan halggi pula tak dapatlah dimajukan
terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad
yang buruk” yang pada intinya Penggugat sudah mengetahui
terbitnya sertipikatguo pada usia PenggugaB5 tahun,dihitung
pada tahun 2020 Penggugat sudah mengettdmhiitnya sertipikat
aquo 31 tahun yang lalu;

Sehingga pada fakta-fakta diatas sangajelas Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan

mempunyaiitikad yang buruk untuk menguasai sengketa aquo

sepenuhnya sehingga Gugatan Penggugéérhadap Para Tergugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugpida point2 sangat
tidak benar, pada faktanya:

1. Sebelum Tergugat | dan Tergugat Il menyerahkan sertipikat aquo,
pada tanggal27 November2019 Penggugatmenyuruh anaknya
yang bernama Meiprianbinti Misrani dengan Erni Erawati binti
Misraniuntuk mendatangimah Tergugat | dan ingirmengambil
sertipikat aquo. Setelah itu anak Penggugat pulang, Tergugat | dan
Tergugatlll merasa takudan cemas,takutterjadihal yang tidak
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diinginkan,dan Tergugat | dan Tergugat Il mendatangirumah

Penggugat;

2. Setelah sertipikataquo diberikan kepada Penggugat karena
sebelumnya Penggugdebih dahulu meminta sertipika@io, dan
Penggugatmemaksa Tergugatl, Tergugatlll, dan Tergugat IV
untuk mengosongkan rumah tersebut;

3. Pada tanggalR9 November Tergugdt Tergugatlll, dan Tergugat
IV secara terpaksa mengosongkan rumah tersebut, dan Penggugat
tidak sama sekalmemikirkan tempdinggalPara Tergugatyang
dimana Para Tergugat juga tinggal dengan beberapa anggota
keluarga lainnya dan mencari tempat tinggal sementara;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pengguggtada point3 yang
menyatakan “pada tanggal 19 Mei 2020" tidak benar, yang
sebenarnya Tergugatl dan Kuasa Hukumnya mendatangirumah
Penggugat pada tanggd# Mei2020 pukull2.00 WIB. Karena Para
Tergugatadalah ahliwaris dariKasmin yang memilil§ertipikatHak
Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K;

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pengguggtada point4 yang
menyatakan: “secara fakta tanah beserta bangunan rumah diatasnya
adalah milik AlImKarto Pawiro yang merupakan orang tua kandung
dari Penggugat” darihal tersebutsangatjelas menunjukkan bahwa
Penggugatsebenarnya menduga-duga dan bukanlah pemilik tanah
dan bangunan tersebut. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat
tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Berdasarkan Pasall63 HIR/283 RBG dan Pasall865 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang yang
mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut”;

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugatoint5 dan 6 Para Tergugat
akan menanggapinya sekaligus, sebagai berikut: “Penggugat
menduga inisial“K” pada nama Kasmin K adalah Karto Pawiro”
Penggugat hanya mempersepsikansendiri dan menduga-duga
maksud darirtiK tersebut,perlu ditegaskan oleh Para TergugakK
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yang dimaksud dalam nama sertipikakasmin K adalah Katinem,

Katinem adalah Ibu kandung dari Kasmin;

9. Bahwa apa yang telah Penggugatsampaikan dalam Gugatannya
pada point 7 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Alm. Kasmin yang
telah menguasai tanah milik Aim. Karto Pawiro dengan cara
menempatirumah milik Alm.Karto Pawiro dan sudah bersertipikat
SHM Nomor 43 Desa Sidorejo..dst” adalah dalyang dibuatbuat,
bahwa sangafelas keabsahan Sertipikatak Milik No :43/Sidorejo,
sebelum adanya sertipikagjuo dan Alm.Karto Pawiro masih hidup
Kasmin telah melakukankewajiban membayarPajak Bumi dan
Bangunan (PBB) atas nama kasmin sejak tahun 1971, Sertipikat aquo
yang dikeluarkan oleh BPN adalah berkekuatan Hukum Tetap;

10.Bahwa terhadap Gugatan Penggugetint8, perlu dijelaskan bahwa
tanah beserta bangunan aquo adalah halsiti pernikahan Sugiman
dengan Katinem dan memilikidua anak yaitu Kasmin K dengan
Lasiyem. Pada tahun 1944 Sugiman menindgalia dRumah Sakit
Daerah Pagar Alam, meninggalkanharta yaitu tanah beserta
bangunan yang sekarang menjadi milik Kasmin K dan telah diterbitkan
sertipikatnomor: 43/Sidorejo.Pada tahun 1947 ibu dariKasmin K
yaitu Katinem menikah dengan Karto Pawiro dan mempunydia
anak yaitu Misrani (Penggugat) dengan Ponidi. Perlu dipertegas sekali
lagi, sangat wajar Para Tergugat tidak menyerahkan kembali sertipikat
aquo, karena kepemilikan tanah dan bangunan yang bersertipikat hak
milik nomor:43/Sidorejo atas nama Kasmin K dan ahli warisnya
adalah Para Tergugat dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan oleh Para Tergugat karena proses penerbitan sertipikat dan
penguasaan terhadap objek sengketa telah selrajan aturan dan
prosedur yang belaku;

11.Bahwa terhadap Gugatan Penggugpbint9 dan 10 akan di jawab
Para Tergugatsecara sekaligusyang menyatakarf:{penggugatidak
dapatmenikmatiHak atas tanah milik Penggugdén mengakibatkan
Penggugatdirugikan secara materil” dan “Pengguganuntuganti
rugimeterikepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu Miliyar
Lima Ratus Juta Rupiah) “. Bahwa apa yang disampaikan oleh
Penggugat yang cenderung menafsirkan aturan perundangan
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undangan sekehendak sendisiang menyatakan bahwa akibatari

perkara inimenyebabkan kerugian Kepada Penggugkérena tidak
dapat menikmatHak atas tanah milik Penggugatdalah Hal yang
keliru. Dengan demikian daliPenggugatyang menyatakan bahwa
Penggugat mengalamikerugian material sangat jelas hanyalah
pengakuan sepihak dafenggugatsaja tanpa membuktikan terlebih
dahulu kebenarannya,dimana Para Tergugat yang seharusnya
mengalamikerugian materialdan immaterialatas perbuatan dari
Penggugat yang tidak memiti&k apapun. Oleh sebab itu sepatutnya
Tidak wajib untuk dipertimbangkan;

12.Bahwa apa yang disampaikan Penggugetda pointll, 12,dan 13
akan dijawab Para Tergugatsecara sekaligusGugatan Penggugat
dalam perkara injang ditunjukan Kepada Kepala Badan Pertanahan
Kota Pagar Alam sebagdiurut Tergugat adalah Gugatan yang salah
pihak (error in persona) karena sertipikat tersebut diterbitkan di Badan
Pertanahan NasiondBPN) Kabupaten Lahat. Sehingga berdasarkan
fakta diatas sangajelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang
diajukan oleh Penggugatmerupakan errorin persona dan harus
ditolak;

13.Bahwa apa yang disampaikanPenggugat pada point 14, Para
Tergugat menolak terhadap sita jaminan terhadap tanah dan
bangunan yang terletak i A. Rahman Talang Jawa No.6 RT.07
RW.03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas
252 M, karena Para Tergugat merupakan afmdiris dan pemilik yang
sah atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat No: 43/Sidorejo
atas nama Kasmin K;

14.Bahwa Penggugat belum dapat membuktikandalil-dalilGugatan
secara sempurna sehingga patut untuk ditolak dan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Para Tergugaonvensimohon disebusebagaiPara Penggugat

Rekonvensi sedangkan PenggugatKonvensi mohon disebut dengan

Tergugat Rekonvensi, untuk keadilan dalam perkara ini;

2. Bahwa mohon apa yang telah Para Penggug&ekonvensikemukakan
pada Eksepsidan Jawaban pokok perkara mohon dianggap masuk dan
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merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian

Rekonvensi ini;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensiadalah ahli waris dari tanah dan
bangunan JI. A. Rahman Talang Jawa No. 6 RT. 07 RW. 03 Kel. Sidorejo
Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alanyang bersertipikdtak Milik
No: 43/Sidorejo tangg3ll Maret 1983, dengan Surat Ukur No: 539/1983
tanggal5 Desember1983, Luas Tanah 252 M2 atas nama Kasmin K,
diterbitkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;

4. Bahwa asal mula tanah dan bangunan menjadibjek sengketa dalam
perkara aquo adalah Tergugat Rekonvensi menyatakantanah dan
bangunan aquo milik orang tuanya tanpa membuktikan alasan-alasan
hukum yang jelas dan TergugBekonvensiingin menguasgenuh atas
tanah dan bangunan aquo;

5. Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba TergugaRekonvensiingin menjual
rumah dan bangunan yang telah bersertipkas nama Kasmin K yang
merupakan suami dan orang tua Para Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa pada tangg@8 November 2019 Tergug&ekonvensimemaksa
Para PenggugatRekonvensiuntuk mengosongkan rumah dan bangunan
tersebuttanpa memikirkan tempdinggalPara PenggugatRekonvensi
yang dimana juga tinggal dengan beberapa anggota keluarga lainnya, dan
jelas TergugatRekonvensisangattidak mempunyatikad baik terhadap
Para Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonweesupakan
Perbuatan Melawan Hukum karena Para Penggudigkonvensiadalah
ahli waris dari Kasmin K, tanah dan bangunan yang telah memiliki
sertipikat aquo yang sah dan berkekuatan hukum tetap, dan
mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dengan adanya pengusiran oleh Tergugakonvensi,dan Para
Penggugat Rekonvensi tidak bisa menikmati haknya secara penuh selama
9 bulan, mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar
Rp190.500.000,0QSeratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah):
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- Jualan bahan sembako TergugatlV dengan omset1 (satu) bulan
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah9 (Sembilan) bulan total
Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Membongkarrumah milik Tergugat IV dengan kerugian Rumah
seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah Tergugak dari bulan 11 tahun 2019 =
perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total
Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah Tergugdtl dari bulan 11 tahun 2019 =
perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total
Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah Tergud¥tdaribulan 11 2019 = perbulan
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah¥ 9 (Sembilan) bulan totalRp.
9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Total semuanya Rp190.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa baik dalam Gugatan dalam Konvensimaupun Gugatan dalam
Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat
Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim
menghukum TergugaRekonvensiuntuk membayaseluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban Para Tergugat dalam
Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi diatas, maka atas perkenan
Majelis Hakim yang memeriksa,mengadilidan memutus perkara ini. Agar
berkenan memberikan putusan derhiikum dengan amarnya yang berbunyi
sebagai berikut:
|. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI
- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi seluruhnya atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
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B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolakGugatan Penggugatdalam Konvensi untuk

seluruhnya;

- Menyatakan menolak Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan
yang terletak dl. A. Rahman Talang Jawa No.6 RT.07 RW.03 Kel.
Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas 252 M

- Menghukum Penggugatdalam Konvensi untuk membayarseluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini;

1. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat
Rekonvensi;

- Menyatakan Tergugatlalam Rekonvenstelah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

- Menghukum Tergugatdalam Rekonvensiuntuk membayaiseluruh
biaya perkara;

Menimbang,bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat
tersebut, Pembanding semula Turuffergugat melaluiKuasanya telah pula
mengajukan Jawaban .tanggal6 Agustus 2020yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsilalam perkara a quo, terlebih
dahulu TurutTergugatmembantah dan menolak semua ddiilptutan dan
segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggug&ecualiyang secara

tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat:

1.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Penggugatdalam gugatannya,yaitu Posita nomai, 12,
dan 13 yang pada intinya mempermasalahkan penerbitan sertipikat
a quo;

b. Bahwa terhadap posita dan petitum (angka 5 menyatakan cacat
hukum) yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat
sebagaimana tersebut di atas (vide a) yang pada intinya
menguraikan dan menjelaskan hukum administrasi pertanahan;
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c. Bahwa prosedur dan tata cara penerbitan sertipiddatatas tanah

yang dilakukan oleh TurutTergugat adalah bentuk pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hukum administrasi

negara atau hukum Tata Usaha Negara yang secara khusus
melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan diantaranya
penerbitan sertipikabak atas tanah sebagaimana diamanatkan
dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah;

d. Bahwa Defenisi atau pengertian dari :

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangaryang berlaku,
yang bersifatkonkret,individualdan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal
1 angka 3 UU PTUN);

2. Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau
Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Paselgka 2
UU PTUN);

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum
sebagaimana tersebut diatas, kesemuanya adalah bentuk
pelaksanaantugas pemerintahaanyang berbentuk Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit indivdedodinal
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka
pelaksanan tugas pokok dan fungsinya sebabaigian dariunsur
pemerintah dalam konteks hukum administiesgra atau dengan
kata lain bukan perbuatan hukum keperdataan;

f. Bahwa dalam halTurutTergugat melakukan penerbitan Sertipikat
Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K bertindak sebBgdan
atau PejabatTata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pashl
angka 2 UU PTUN;

g. Berdasarkan uraian fakta hukum dan das&ukum sebagaimana
tersebutdiatas,maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a
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quo merupakan Kompetenabsolutatau merupakan kewenangan

dariPengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetébsolut
atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa,
menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo sehingga
berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijkverlklaard);

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa sesuaidengan Pasal32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak;
diterbitkannyaertipikatitu telah tidak mengajukankeberatan
secara tertulis kepada pemegang sertipikalan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan
ke Pengadilan mengenai penguasaantanah atau penerbitan
sertipikattersebut.Merujuk kepada ketentuan ditas penerbitan
SertipikatHak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K diterbitkan
pada tahun 1983 dan telah lebih da tahun dengan demikian
gugatan Penggugatmenjadibatal demi hukum sehingga harus
dinyatakan ditolakatau tidak dapat diterima (NietOnvankelijk
verklaard);

1.3. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum

sebagaimana tersebut atias, kamimohon kepada yang mulia Majelis

Hakim yang memeriksanengadilidan memutus perkara aquo untuk

memutus dan menetapkan:

a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk

seluruhnya;

b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

II.  DALAM POKOK PERKARA
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1. Bahwa Turut Tergugat menolakseluruh pernyataan,dalil-dalildan

tuntutan daflenggugat, kecuatialam hal-hayang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa segala Eksepsi dan Jawaban yang telah Turut Tergugat
kemukakan tersebuti atas, mohon dianggap termuatian terulang
kembali,serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau
merupakan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa terhadap dalilgugatan Penggugatpoint 12, Turut Tergugat
menanggapinya sebagbérikut : Sesuadlengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasalat 2 yang
berbunyi: “sebelum bidang tanah diukuerlebih dahulu dilakukan a.
penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b, penetapan
batas-batasnya”dan Pasélayatl yang berbunyi “setelah pekerjaan
yang dimaksud dalam PasaB dan 4 selesai, maka semua peta dan
daftar isian yang bersangkutan ditempatkam@udtor desa selama tiga
bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan
mengajukankeberatan-keberatamengenai penetapan batas-batas
tanah da nisi daftar-daftafisian itu” juncto Peraturan Mentefalam
NegeriNomor5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Dariuraian diatas jelas bahwa penerbitan yang sertipikat a quo yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangamlengan demikian sudah sepatutnyagugatan
penggugat ditolak;

4. Bahwa TurutTergugatadalah yang diatuoleh undang-undang dan
aturan-aturan pelaksana yang berlaku dibidang pertanakehijngga
sesuaidengan tugas dan fungsinya melayassgtiap permohonan hak
darisetiap masyarakat maupun badan hukum serta ingtansérintah
yang membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan;

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugang belum atau tidak terjawab
bukanlah Turut Tergugat mengakuinya,akan tetapi secara tegas
menolak seluruh dalil gugatan tersebut;
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6. Bahwa berdasarkan hal-héérsebutdiatas maka gugatan penggugat

haruslah ditolak (Ontzeghtau setidak-tidaknya tidak dapatiterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard).

Ill. DALAM EKSEPSI
a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:
1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;
IV. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan prosespenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama

Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada

Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan
uraian-uraiantentang hal yang tercantum dalam turunanresmi Putusan
Pengadilan NegerPagar alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal 16
Desember 2020yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Para Tergugatelah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak
menyerahkan Kepemilikan Hak atas tanah beserta bangunan yang terletak
di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam luas 252 M2 berik#ingunan atas
nama Kasmin K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
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4, Menghukum Para Tergugatuntuk mengembalikan Hak

atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletajaiin A. Rahman

Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota

Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Rukiyem dengan lebar
tanah = 11,5 (sebelas koma lima) meter;

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan A Rahman Talang Jawa
dengan lebar tanah £+ 10 (sepuluh) meter;

- Sebelah baratberbatasan gang SD NU dengan lebar tanah + 24,25
(dua puluh empat koma dua lima) meter;

- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bidnarto dengan lebar
tanah * 25 (dua puluh lima) meter;

Kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro.

5. Menyatakan sertifikdiatas tanah a quo yaitSertifikat
Hak Milik (SHM) No 43 Desa Sidorejo luas 252 M2, Tidak mempunyai
kekuatan hukum;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam
Rekonvensisecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00;

Menimbangbahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari

Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugatyang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakanbahwa tanggal,

30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/ 2020/PN Pga

tanggall6 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonanbanding tersebut,

Jurusita Pengadilan NegerPagar Alam  telah memberitahukan kepada
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Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para
Tergugat masing-masing pada tanggd Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan  permohonanbanding
tersebut,Kuasa Hukum Pembanding semula Turufflergugat mengajukan
Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan NegeRagar Alam tanggal4 Januari 2021, dan
MemoriBanding tersebutelah diberitahukan dan diserahkan kepada Para
Turut Terbanding semula Para  Tergugat masing-masing pada tanggal
4 Januari 2021;

Menimbangbahwa terhadap MemorBanding dari Kuasa Hukum
Pembanding semulaTurut Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat mengajukan Kontra MemoBanding pada tanggal 27 Januari
2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Neaggni Alam pada tanggal
27 Januari2021 dan Kontra MemomBanding tersebut telah diserahkan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Turlérgugatdan Para TurutTerbanding
semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang,bahwa sebelum berkas perkara dkirim ke Pengadilan
Tinggi Palembang kepada para pihak telah  diberi kesempatan untuk
mempelajarberkas perkara diKepaniteraan Pengadilan NegePagar Alam
masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turuergugat,
Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para
Tergugat masing-masing pada tanggh)anuari2021 dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan merberka=s
perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Turut Tergugat yang diajukdalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memengpleirsyaratan sebagaimana ditentukan
dalam undang-undangleh karena itu permohonan banding tersebsgcara
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwaMemori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Pembanding / Turut
Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/

Halaman 24 dari ZPUtusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Pengadilan TingkaPertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum

dalam Pokok Perkara.Sebagaidasar dan alasan,mengingatasas hukum
proses peradilan cepatmurah dan sederhana,agar dalam pemeriksaan
perkara inberguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat,
murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi
mengenai Gugatan Kadaluarsa.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan
pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkatPertama telah keliru dalam Penerapan
Hukum;

5. Dan mohon kepada Majelis Hakim bandifgrkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

Mengadili
1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negefagar Alam Nomor2/Pdt.G/
2020/ PN.Pga tanggal 16 Desember 2020.
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsiyang disampaikan Pembanding /Turutergugat untuk
seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan proses penerbitan Sertipikidak Milik Nomor43 atas nama
Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;

2. MenyatakanPembanding/ Turut Tergugat tidak melakukanPerbuatan
Melawan Hukum:

3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terbanding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Mem®anding yang diajukan olelkuasa
Hukum Terbanding semula Penggugayang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Putusan Pengandilan NegePagar Alam terhadap Perkara No 02 /
Pdt. G/ 2020 / PN. Pga tertanggab Desember 2020 telah tepat dan objektif
sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta sesuaidengan
ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
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2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Menolak Eksepsi
pembanding mengen&ugatan Kadaluarsa adalah sudah tepakan sesuai
dengan ketentuan Hukum.

3. Bahwa Pasal 32 Ayat(2) PP No 24 tahun 1997 adalah tentang Pendaftaran
Tanah dan Penerbitan Sertifiksedangkan yang menjadbjek perkara aquo
adalah sengketa kepemilikan Hak atas tanah.

Bahwa pertimbangan Hakim sudah tepat dan sdsui@im yang menyatakan
Pasal 32 ayat2 (dua) PP No 24 tahun 1997 adalah berkaitan eradlengan
perolehan suatu hal atas tanah dan tata cara pendaftarannya terhadap
tanah-tanah yang telah hapus hak kepemilikannya berdasarkan RasdlU

No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasaokok agraria dan perkara aquo
adalah sengketa kepemilikan hak darddiam hukum perdata tidak mengenl
kadaluarsa.

4. Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Palembang yang Memeriksa
dan MengadilPerkara iniuntuk memberikan putusan dengan amar sebagai
berikut:

1. Menolak permohonan pembanding untuk seluruhnya.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Perkara No : 02 / Pdt.
G/ 2020/ PN. Pga.

3. Menghukum terbanding membaydriaya perkara yang timbuldalam
perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara inberpendapatain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et
Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajaridan mencermatiserta mengkajidengan seksama,keseluruhan
berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara
persidangan,alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketabaik itu berupa suratmaupun saksi-saksiserta salinan resmi
Putusan Pengadilan NegePlagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pgatanggal
16 Desember2020,MemoriBanding dariKuasa Hukum Pembanding semula
Turut Tergugat dan Kontra Memd@anding darferbanding semula Penggugat,
maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapatbahwa apa yang telah
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dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mermrdsepsi, maupun
pertimbangarhukum menyangkutPokok Perkara, Rekonpensi dan dalam
Konvensi dan Rekonvensitelah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan
benar,sesuaidengan fakta-fakta dipersidangan,selanjutnya MajelisHakim
Tingkat Banding mengamalilh seluruh pertimbangan terseburituk dijadikan
sebagai pertimbangamalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwamengenailasan-alasan dalam MemorBanding
yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Turuffergugat dan
Kontra MemorBanding dariKuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
hanyalah merupakanpengulangan-pengulangaterhadap apa yang terjadi
dalam proses persidangan dan Majelis Hakifingkat Banding juga tidak
menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu
dipertimbangkan dan oleh karenanya Memomanding dan Kontra Memori
Banding tersebuttidak perlu dipertimbangkatan harus dikesampingkan;

Menimbangpahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan
mengambilalih seluruh pertimbangantersebutuntuk dijadikan sebagai
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding setadéam memutus perkara ini
ditingkatbanding,sehingga putusan Pengadilan NegePagar Alam Nomor
2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal6 Desember 2020 tetap dipertahankan dan
dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbangbahwa oleh karena Pembanding semula Turukergugat
berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Turut Tergugat dihukum
pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk
tingkat bandingjumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan
dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum, serta
peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menerima permohonan Banding dd®@mbanding semula Turut Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor
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2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggall6 Desember2020 yang dimohonkan
banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Turlitrgugat untuk membayalbiaya
perkara dalam kedua tingkatpengadilanyang dalam tingkatbanding
ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim

Pengadilan TinggPalembang pada hariKamis tanggald Maret2021 oleh

kami TEGUH HARIANTO,SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis,

R.SABARRUDIN  ILYAS,SH.,MHum. dan BARMEN SINURAT,SH.,MH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut

diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yartgrbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINA,SH.,MH.,

Panitera PenggantiPengadilan TinggiPalembang tanpa dihadirbleh kedua

belah pihak yang berperkardan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA
MAJELIS,

R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum. TEGUH
HARIANTO,SH.,MHum.,

BARMEN SINURAT,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MARINA.S,H.,M.H.,

Biaya - biaya
- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / PengirimanRp. 130.000,00
JUMLAH Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu
rupiah) ;
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